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KAJIAN YURIDIS HAK LANGGEH (SYUF’AH) DALAM ADAT 






The civil law in Aceh mostly regulates various kinds of way of life 
in communities, nationality, and with a state. One of the 
regulations in the civil law is about muamalah (social life), 
especially about hak langgeh (syuf’ah). It is a requirement which 
has to be fulfilled before a person/legal entity performs a 
transaction of buy and sell land besides the rewgulation stipulated 
in the Government Regulation No. 24/1997 on Land registration. It 
is because hak langgeh (syuf’ah) has existed and developed in Aceh 
adat law. In practice, however, many people in Langsa ignore the 
norm of hak langgeh (syuf’ah); in consequence, there are many 
disputes in the case of buy and sell land which causes the loss for 
the seller, the buyer, and PPAT (official empowered to draw up 
deeds). 
 The problems of the research were as follows: how about the 
existence of hak langgeh (syuf’ah) in Aceh community in Langsa, 
how about the settlement of dispute in hak langgeh (syuf’ah in Aceh 
community in Langsa, and how effective the settlement of the 
dispute in hak langgeh (syuf’ah) by adat law in Aceh community in 
Langsa. 
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I.  Pendahuluan 
Provinsi Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih 
menjunjung tinggi hukum adat dan kebudayaannya, hal ini tersirat dalam adagium 
Adat bak Poe Teu Meureuhôm, Hukôm bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe 
Phang, Reusam bak Lakseumana. Hadih maja tersebut menyebutkan bahwa 
persoalan adat-istiadat, sistem pemerintahan, hendaklah disesuaikan dengan 
konvensi para raja dan diserahkan sepenuhnya pada raja, Po Teu Meureuhôm. 
Namun, Persoalan hukum diatur oleh ulama Syiah Kuala. 
Keseluruhan hukum adat yang berlaku di Aceh bersumber dari agama 
Islam. Aturan adat dan lembaga pelaksanaan aturan adat yang ada di Aceh diatur 
dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat 
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dan Adat Istiadat dan Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2009 Tentang Lembaga Adat. 
Peraturan tersebut yang menjadi wadah sebagai tempat untuk menjalankan hukum 
adat yang berlaku di Aceh. 
Salah satu yang dijelaskan dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 
Tentang Peradilan Syariat Islam tersebut adalah hak langgeh (syuf’ah) yang 
masuk dalam bahagian muamalah. Apa yang disebut dengan hak langgeh 
(syuf’ah) tersebut sangat erat kaitannya dengan transaksi tanah. Hak langgeh 
(syuf’ah) merupakan persyaratan yang harus di laksanakan sebelum 
seseorang/badan hukum melaksanakan proses transaksi jual beli tanah selain 
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah. Hal tersebut dikarenakan hak langgeh (syuf’ah) 
tersebut telah hidup dan berkembang didalam hukum adat masyarakat Aceh. 
Namun pada prakteknya banyak masyarakat di Kota Langsa tidak memperdulikan 
adanya norma tentang hak langgeh (syuf’ah) tersebut sehingga seringnya terjadi 
sengketa dalam hal jual beli tanah dan menimbulkan kerugian bagi penjual, 
pembeli maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah sekalipun.
1
 
Sengketa tentang transaksi tanah yang berkaitan tentang hak langgeh 
(syuf’ah) rawan menyebabkan terjadinya konflik antara pemilik tanah tetangga, 
keluarga dan teman sekongsi, karena biasanya dari ketiga unsur pembeli tersebut 
mereka juga ingin memiliki tanah yang akan dijual guna untuk menggabungkan 
tanah yang berbatasan maupun dengan alasan lain. Maka untuk menyelesaikan 
kasus yang akan terjadi masyarakat bisa memilih untuk beracara pada peradilan 
adat gampong, maupun Mahkamah Syar’iah Kota Langsa. 
Hak Langgeh menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Maret 1977 
nomor 298 K/Sip./1973 adalah hak dalam hukum adat yang memberikan 
prioritas/hak didahulukan dari orang lain untuk membeli tanah, hak mana 
diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak saudara, sesama anggota 
masyarakat dan pemilik tanah tetangga. Dalam lingkungan hukum adat Aceh, 
apabila peralihan hak tidak dilakukan menurut tata urutan penawaran berdasarkan 
                                                          
1
 Wawancara dengan T. Khairul Azhar (Geuchik Gampong Blang, Kecamatan Langsa 
Kota) pada tanggal 17 Januari 2014. 
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hak terdahulu maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pembatalan keabsahan 
jual beli tersebut kepada Peradilan Gampong dan Mukim dan atau Pengadilan. 
Hak menuntut keabsahan jual beli karena melanggar hak terdahulu disebut “hak 
langgeh” (hak menyanggah).2 
Hukum Islam juga mengenal apa yang di atur seperti hak langgeh tersebut, 
yaitu hak syuf’ah. Asy-Syuf’ah berasal dari kata Asy-Syaf’u yang berarti Adh-
Dhammu (menggabungkan), hal ini dikenal di kalangan orang-orang Arab. Pada 
zaman jahiliyah, seseorang yang akan menjual rumah atau kebun didatangi oleh 
tetangga, partner (mitra usaha) dan sahabat untuk meminta Syuf’ah (penggabungan) 
dari apa yang dijual. Kemudian ia menjualkannya, dengan memprioritaskan yang 
lebih dekat hubungannya daripada yang lebih jauh. Pemohonnya disebut sebagai 
Syafi’.3 
Menurut penelitian khususnya di daerah penelitian tesis ini, berdasarkan 
sampel hampir seluruh masyarakat di Kota Langsa paham akan adanya norma tentang 
hak langgeh (syuf’ah) tersebut, namun mereka kurang atau hampir tidak menerapkan 
hak langgeh (syuf’ah) tersebut karena menurut mereka hak langgeh (syuf’ah) 
merupakan sekedar sesuatu hal yang tidak mempunyai kekuatan hukum padahal hak 
langgeh (syuf’ah) diatur dan telah menjadi kebiasaan dalam hukum adat Aceh, yang 
aturannya menganut seperti azas yang terdapat dalam hukum adat pada umumnya. 
Aturan tersebut tidak tertulis dan di wariskan secara turun temurun dari nenek 
moyang hingga sekarang. Penyelesaian sengketa  hak langgeh (syuf’ah) juga telah 
diatur dan merupakan wewenang mengadili Mahkamah Syar’iah. 
Perumusan masalah penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana keberadaan hak langgeh (syuf’ah) dalam masyarakat Aceh di Kota 
Langsa? 
2. Bagaimana menyelesaikan sengketa hak langgeh (syuf’ah) masyarakat Aceh di 
Kota Langsa? 
3. Bagaimana efektivitas penyelesaian sengketa hak langgeh (syuf’ah) dengan 
cara adat pada masyarakat Aceh di Kota Langsa? 
                                                          
2
 Ilyas Ismail, Konsepsi Hak Garap Atas Tanah, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 
2011), hal. 107 
3
 Sayyid Sabiq, fiqh al-sunnah, (Kairo: Dar al-fiqr, 1997),  hal. 45 
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Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini 
ialah:  
1. Untuk mengetahui keberadaan hak langgeh (syuf’ah) dalam masyarakat Aceh 
di Kota Langsa. 
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hak langgeh (syuf’ah) masyarakat 
Aceh di Kota Langsa. 
3. Untuk mengetahui keefektifan penyelesaian terhadap sengketa hak langgeh 
(syuf’ah) dengan cara adat pada masyarakat Aceh di Kota Langsa. 
 
II.  Metode Penelitian. 
Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif 
analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 
menyeluruh, lengkap dan sistematis. 
 Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu suatu 
penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan 
dengan data dan perilaku yang hidup dan berkembang di tengah-tengah 
masyarakat. Data atau materi pokok dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 
para responden melalui penelitian lapangan (field research) yaitu masyarakat 
Aceh di Kota Langsa. 
Populasi dalam melakukan penelitian ini yaitu kepala keluarga di Kota 
Langsa yang pernah melakukan praktek jual beli tanah, baik sebagai penjual 
maupun sebagai pembeli. Maka dalam penelitian ini diambil 3 (tiga) kecamatan 
yang masing-masing kecamatan diambil 10 (sepuluh) orang, jadi jumlah semua adalah 
30 (tiga puluh) orang sebagai sampel, dengan syarat orang-orang yang dipilih sebagai 
sampel adalah orang-orang yang telah atau sudah pernah melakukan praktek jual beli 
tanah. 
Untuk Kelengkapan data dalam penelitian ini, maka dilakukan juga wawancara 
dengan narasumber/informan lainnya sebagai tambahan data yaitu: 
a. Majelis Adat Aceh (MAA) 
b. Satu orang Hakim Mahkamah Syar’iah Kota Langsa 
c. Dinas Syariat Islam Kota Langsa 
d. Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Langsa 
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e. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Langsa 
f. Tiga orang Geuchik 
Satu orang Tuha Peuet 
III.  Hasil Penelitian dan Pembahasan. 
Di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 
1977 No. 298 K/Sip./1973 menjelaskan bahwa hak langgeh adalah hak dalam 
hukum adat yang memberikan prioritas/hak didahulukan dari orang lain untuk 
membeli tanah, hak mana diberikan kepada tiga unsur masyarakat yaitu sanak 
saudara, sesama anggota masyarakat dan pemilik tanah tetangga. 
Jika berbicara mengenai apa yang disebut dalam istilah Aceh yaitu hak 
langgeh maka serupa dengan apa yang diatur didalam hukum Islam dengan 
Syuf’ah. Syuf’ah secara bahasa diambil dari kata syaf’, yang artinya pasangan. 
Syuf’ah adalah hal yang sudah dikenal oleh orang-orang Arab pada zaman 
Jahiliyah. Dahulu seseorang jika hendak menjual rumah atau kebunnya, maka 
tetangga, kawan syarikat atau kawannya datang mensyuf’ahnya, dijadikannya ia 
sebagai orang yang lebih berhak membeli bagian itu. Dari sinilah disebut Syuf’ah, 
dan orang yang meminta syuf’ah disebut syafii’. Ada yang mengatakan, bahwa 
dinamakan syuf’ah karena pemiliknya menggabung sesuatu yang dijual kepada 
miliknya, sehingga menjadi sepasang setelah sebelumnya terpisah.  
Syuf’ah ditetapkan berdasarkan keputusan Rasulullah SAW. Di dalam 
hadis sahih telah diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah r.a yang artinya: 
“Rasulullah saw. Menetapkan syuf’ah untuk segala jenis yang belum dibagi, dan 
apabila terjadi had (batasan hak), kemudian pembedaan had (batasan hak) sudah 
dilakukan, maka syuf’ah menjadi tidak ada. (H.R. Mutafaq alaih). 
Ada 2 fungsi atau peranan dari Hukum Adat. Yaitu sebagai sumber utama 
pembangunan Hukum Tanah Nasional dan sebagai pelangkap dari ketentuan-
ketantuan Hukum Tanah yang belum ada peraturannya agar tidak terjadi 
kekososngan Hukum karena hukumnya belum diatur sehingga kegiatan 
masyarakat yang berhibungan dengan Hukum Tanah tidak terhambat karenanya. 
Menurut Hukum Adat, jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak 
atas tanah yang bersifat terang dan damai. 
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Hikmah disyari’atkan hak langgeh (syuf’ah) adalah untuk menghindari 
bahaya dan pertengkaran yang mungkin sekali timbul. Hal itu, karena hak milik 
syafii’ terhadap harta yang dijual yang hendak dibeli oleh orang lain menolak 
adanya mudharat yang mungkin timbul dari orang lain tersebut. Imam Syafi’i 
lebih memilih bahwa bahaya tersebut adalah bahaya biaya pembagian, peralatan 
baru dsb. Ada yang mengatakan bahwa bahaya tersebut adalah bahaya tidak 
baiknya persekutuan dan silaturahmi. Ibnul Qayyim berkata, “Di antara keindahan 
syari’at, keadilannya dan berusaha menegakkan maslahat hamba adalah 
mengadakan syuf’ah. Karena hikmah syari’ menghendaki dihilangkan mudharrat 
dari kaum mukallaf semampu mungkin. Oleh karena serikat (bersekutu) itu 
biasanya sumber mudharrat, maka dihilangkanlah mudharrat itu dengan dibagikan 
atau dengan syuf’ah. Jika ia ingin menjual bagiannya dan mengambil ganti, maka 
kawan serikatnya itulah yang lebih berhak daripada orang lain, dapat 
menghilangkan mudharat dari serikat itu dan tidak merugikan penjual, karena 
akan menghubungkan kepada haknya berupa bayaran. Oleh karena itu, syuf’ah 
termasuk di antara keadilan yang sangat besar dan hukum terbaik yang sejalan 
dengan akal, fitrah dan maslahat hamba.”4 
Pada dasarnya rata-rata kepala keluarga dari sampel yang dilakukan paham 
akan adanya hak langgeh (syuf’ah) yang tumbuh dan berkembang dalam tataran 
hukum adat masyarakat Aceh khususnya di Kota Langsa, namun mereka tidak 
mengerti akan istilah “Hak Langgeh” nya, yang masyarakat ketahui kebanyakan 
hanya pengertian dari hak langgeh (syuf’ah) tersebut yaitu hak untuk membeli 
terlebih dahulu tanah dari ketiga unsur masyarakat yaitu saudara, tetangga, dan 
sesama anggota masyarakat. Namun masyarakat masih kurang mengetahui akan 
adanya peradilan adat dan peradilan Mahkamah Syar’iah terkait akan sengketa 
hak langgeh tersebut. Hanya sebagian kecil masyarakat yang mengetahui tentang 
penyelesaian sengketa hak langgeh pada peradilan adat saja, tanpa mengetahui 
adanya pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur Mahkamah Syar’iah. 
                                                          
4
 Abdul Halim El Muhammady, Undang-Undang Muamalat & Aplikasinya Kepada 
Produk-Produk Perbankan Islam (Universiti Kebangsaan Malaysia: 2006), hal. 27. 
                                                                                                    Aulia Rahman │ 7 
Dari responden yang telah dilakukan survey terlihat dari ketiga kecamatan 
yang telah dilakukan penelitian, 87 % (delapan puluh tujuh persen) kepala 
keluarga paham akan adanya hak langgeh (syuf’ah) yang berlaku di Aceh, 13 % 
(tiga belas persen) kepala keluarga tidak paham, 63 % (enam puluh tiga persen) 
kepala keluarga melaksanakan dan 37 % (tiga puluh tujuh persen) kepala keluarga 
tidak melaksanakan hak langgeh (syuf’ah) dalam hal transaksi jual beli tanah yang 
pernah dilakukan. 
Menurut penelitian yang telah di lakukan, dan berdasarkan informasi dari 
para narasumber, di Kota Langsa juga belum ada satu pun kasus sengketa tentang 
hak langgeh yang masuk ke Mahkamah Syar’iah Kota Langsa, karena hingga saat 
ini penyelesaian sengketa hak langgeh selesai pada tingkat peradilan adat di 
gampong-gampong (desa-desa). Dari informasi yang didapatkan bahwa di 
kecamatan Langsa Barat dan Langsa Kota pernah terjadi kasus sengketa tentang 
hak langgeh, di Kecamatan Langsa Barat misalnya, kasus tersebut bermula dari 
pemilik tanah menjual bebas sebidang tanahnya yang terletak di Jalan Jenderal 
Ahmad Yani kepada developer untuk pembangunan 2 (dua) pintu Rumah Toko 
(RUKO). Namun pemilik tanah tidak mentaati hak langgeh yang tumbuh dan 
berkembang di Aceh. Maka pemilik tanah tetangga tersebut menggugat pemilik 
tanah yang menjual tanahnya kepada developer ke Geuchik (Kepala Desa), agar 
mengupayakan pemilik tanah tersebut dapat menjual tanahnya kepada dia sebagai 
pemilik tanah tetangga dari objek yang diperkarakan, karena dia yang lebih 
berhak membeli. Namun penyelesaian kasus tersebut tidak sampai ke Mahkamah 
Syar’iah, dan dapat diselesaikan pada tingkat peradilan gampong dengan dasar 
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong dalam 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
Di Kecamatan Langsa Kota juga pernah terjadi sengketa adat pada tahun 
2004 silam tentang hak langgeh (syuf’ah) yang bermula dari persengketaan 
tentang sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang 
awalnya dimiliki oleh orang tua dan menjadi milik keluarga setelah orang tua 
mereka meninggal, namun beberapa tahun terakhir sebelum berperkara, tanah 
tersebut telah beralih hak nya menjadi milik anak paling tua, dan kemudian anak tertua 
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tersebut hendak menjual lepas tanah beserta bangunan kepada pihak lain tanpa 
memperdulikan adanya hak langgeh (syuf’ah) yang seharusnya dapat 
mengutamakan keluarga terlebih dahulu untuk membeli tanah beserta bangunan 
tersebut. Lalu pihak keluarga menggugat ke Pengadilan Negeri Langsa untuk 
menggugat beberapa pokok gugatan yang salah satunya menggugat untuk dapat 
menguasai (membeli kembali) tanah tersebut yang sebelumnya milik orang tua 
mereka dengan dasar adanya hak langgeh (syuf’ah) yang tumbuh dan berkembang 
di Aceh. Namun Pengadilan Negeri menolak gugatan tentang hak langgeh 
(syuf’ah) karena bukan merupakan kompetensi (wewenang mengadili) pada 
Pengadilan Negeri.
5
 Yang seharusnya kompetensi di pegang oleh Mahkamah 
Syar’iah Kota Langsa yang berhak menyelesaikan sengketa hak langgeh (syuf’ah) 
tersebut dengan dasar Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan 
Syariat Islam Pasal 49 yaitu Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang 
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, 
dalam bidang
6
 Ahwal al – syakhshiyah, Mu'amalah dan Jinayah. 
Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh tidak hanya menyangkut dimensi tauhid saja, 
tapi juga dimensi sosial lainnya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 telah 
merincinya dalam dimensi ‘aqidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, pendidikan, dakwah 
Islamiyah, bait al-mal, kemasyarakatan, syi’ar Islam, Pembelaan Islam, qadha, jinayah, 
munakahat dan mawaris.
7
 Dalam pelaksanaan bidang mu’amalah, Pemerintah daerah 
mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan 
dengan mu’amalah didalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan syari’at Islam.8 
Wadah untuk proses pelaksanaan hak langgeh (syuf’ah) telah di atur melalui 
adanya lembaga adat yang berlaku di Aceh, juga hak langgeh (syuf’ah) merupakan 
hukum Islam (syari’at) yang harus di jalankan di Aceh yang hingga kini telah 
melaksanakan dan akan melaksanakan secara kaffah syari’at Islamnya. Karena hak 
langgeh (syuf’ah) merupakan bahagian mu’amalah dan hak langgeh (syuf’ah) sebagai 
hukum adat yang bersumber dari hukum Islam yang berdasarkan syari’at. 
                                                          
5
 Wawancara dengan Geuchik gampong  jawa kecamatan Langsa kota, pada hari Rabu, 2 
April 2014. 
6
 Pasal 49, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. 
7
 Ibid. Halaman 88. 
8
 Pasal 10 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 
tentang pelaksanaan Syari’at Islam. 
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 Pengaturan tentang hak langgeh (syuf’ah) sebagai hukum adat tentu 
hampir keseluruhannya mengadopsi dari hukum Islam dan hanya sedikit yang 
diubah untuk dapat disesuaikan dengan kehidupan masyarakat Aceh. Aturan 
tentang hak langgeh bersumber dari ajaran Islam yang berasal dari Al-qur’an dan 
Hadis, aturan tersebut berlangsung sejak zaman nenek moyang dan tidak dapat 
diketahui kapan pastinya pertama penerapan hak langgeh (syuf’ah) tersebut. 
Peraturan tersebut terus dan terus dipatuhi hingga sekarang dan telah berakar, 
tumbuh dan berkembang dalam adat masyarakat Aceh. 
9
 
Penyelesaian sengketa terhadap hak langgeh (syuf’ah) di Aceh hampir 
keseluruhannya diselesaikan dalam peradilan adat tersebut, hal itu dikarenakan 
masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi Syari’at yang 
mengharapkan perdamaian. Mereka tidak mengharapkan saling bermusuhan, 
maka hasil dari proses peradilan adat bersifat perdamaian. Masyarakat juga tidak 
ingin menyelesaikan kasus sengketanya ke jalur formal dengan alasan pasti 
prosesnya panjang dan berbelit-belit.
10
 
Proses peradilan adat di Kota Langsa diselesaikan dengan pembicaraan 
secara umum antara aparat gampong (desa) dengan pihak yang bersengketa di 
meunasah atau di kantor geuchik (kepala desa), tanpa adanya pencatatan dan 
dokumen apapun. Memang sebenarnya prosedur yang telah di tetapkan Majelis 
Adat Aceh tersebut lebih baik diterapkan karena segala administrasi dapat di 
pertanggung jawabkan dan menyebabkan putusan perdamaian akan lebih 
memiliki kekuatan hukum yang kuat. 
Sanksi adat terhadap hak langgeh (syuf’ah) sendiri biasanya adalah 
putusan perdamaian dengan cara ganti kerugian dan biasanya akan di buatkan akta 




                                                          
9
 Wawancara dengan Budiman, S.Sos.i (Tuha Peut) Gampong Paya Bujok Beuramo, 
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, pada hari Senin, 7 April 2014. 
10
  Wawancara dengan Drs. Ibrahim Daud (Ketua Majelis Adat Aceh, Kota Langsa), pada 
tanggal 16 Desember 2013. 
11
 Wawancara dengan Geuchik Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, pada 
hari Sabtu, 26 April 2014 
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Dalam hal penyelesaian kasus sengketa hak langgeh (syuf’ah) merupakan 
kewenangan mengadili dalam lingkup Mahkamah Syar’iah. Hal ini disebutkan 
dalam Pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam 
yaitu “Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang”12 Ahwal al – 
syakhshiyah, mu'amalah dan Jinayah. 
Dari penjelasan pasal 49 Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan 
Syariat Islam tersebut salah satunya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
kewenangan dalam bidang muamalah salah satunya mengatur tentang syuf’ah 
(Hak Langgeh). Penyelesaian sengketa tentang hak langgeh (syuf’ah) di Kota 
Langsa belum ada yang diselesaikan hingga ke tingkat Mahkamah Syar’iah, hal 
ini dikarenakan ketidaktahuan masyarakat (tidak mengerti hukum) bahwa 
penyelesaian kasus sengketa tentang hak langgeh (syuf’ah) dapat diselesaikan 
pada Mahkamah Syar’iah, dan juga memang sebahagian masyarakat yang 
mengerti hukum enggan membawa kasus sengketa tersebut hingga ke Mahkamah 
Syari’ah, karena mereka beranggapan atau lebih percaya akan peradilan adat di 
gampong, yang di rasa cukup adil bagi mereka.
13
 
Pada hakikatnya Mahkamah Syar’iah sebagai lembaga peradilan yang 
bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang mengikat mempunyai 
putusan yang kuat dalam setiap amar putusan yang harus di patuhi para pihak, 
mempunyai bukti putusan yang kuat karena disahkan oleh negara secara langsung 
melalui hakim dan pejabat mahkamah syari’ah. Oleh karena itu seharusnya 
masyarakat tidak hanya menyelesaikan kasus sengketa hak langgeh (syuf’ah) pada 
peradilan adat gampong, karena pada tingkat peradilan gampong terkadang tidak 
mempunyai amar putusan yang kuat.
14
 
Dari data yang di peroleh di lapangan terlihat bahwa 63 % (enam puluh 
tiga persen) kepala keluarga memilih menyelesaikan sengketa hak langgeh 
                                                          
12
 Pasal 49, Qanun Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam. 
13
 Wawancara dengan Dr. Abu Jahid Darso Atmojo Lc.LLM (Hakim Mahkamah Syar’iah 
Kota Langsa) pada hari Selasa, 1 April 2014 
14
 Wawancara dengan Dr. Abu Jahid Darso Atmojo Lc.LLM (Hakim Mahkamah Syar’iah 
Kota Langsa) pada hari Selasa, 1 April 2014 
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(syuf’ah) ke jalur peradilan adat apabila terjadinya sengketa, dan 37 % (tiga puluh 
tujuh persen) lebih memilih menyelesaikan sengketa hak langgeh (syuf’ah) ke 
Mahkamah Syar’iah. Masyarakat yang memilih penyelesaian sengketa melalui 
jalur peradilan adat berdasarkan hasil penelitian merupakan masyarakat yang 
tinggal sedikit berjauhan dari pusat kota, memiliki pengetahuan hukum yang 
minim. Adapun masyarakat yang lebih memilih penyelesaian sengketa melalui 
Mahkamah Syar’iah merupakan masyarakat yang tinggal berdekatan dengan pusat 
kota, dan memiliki pengetahuan hukum yang memadai. 
Masyarakat adat pada umumnya dan masyarakat Aceh khususnya 
mempunyai ikatan yang kuat dalam membentuk komunitas adat. Masyarakat 
saling memberi kepercayaan antara individu kepada individu yang lain, sehingga 
mereka meyakini segala urusan dalam hal apapun lebih baik diselesaikan pada 
komunitas nya, tanpa harus menyelesaikan sengketa apapun kepada pihak lain.
15
 
Kepatuhan masyarakat adat terhadap Hukum adat sebagai pedoman hidup 
merupakan nilai efektivitas hukum yang sangat tinggi, sebab hukum adat lahir 
berdasarkan tata cara yang memang tumbuh dan berkembang, disepakati dan 
dijadikan acuan dalam menjalani kehidupan bersama dalam masyarakat adatnya. 
Mekanisme implementasi dari hukum adat melalui pranata pengadilan adat. 
Peradilan adat melibatkan struktur pemerintahan yang berada di level gampong. 
Dari 63 % (enam puluh tiga persen) kepala keluarga di 3 (tiga) kecamatan 
tersebut lebih memilih menyelesaikan perkara pada peradilan adat dikarenakan 
mereka enggan berurusan pada peradilan formil seperti Mahkamah Syar’iah 
karena mereka menganggap pasti menghabiskan waktu dan biaya, ada juga 
masyarakat yang hanya mengetahui proses penyelesaian perkara tentang hak 
langgeh (syuf’ah) hanya  pada peradilan adat. Mereka lebih nyaman 
menyelesaikannya pada peradilan adat karena menganggap peradilan adat sesuai 
dengan perasaan dan pola pikir masyarakat setempat (mempunyai ikatan yang 
kuat dalam komunitas adat).
16
 
                                                          
15
 Wawancara dengan Drs. H. Ibrahim Daud (Ketua Majelis Adat Aceh, Kota Langsa), 
pada tanggal 16 Desember 2013. 
16
 Wawancara dengan kepala keluarga di 3 (tiga) kecamatan di Kota Langsa, pada 2 Juni 
2014. 
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1. Hak Khiar  
Hak khiyar merupakan salah satu bagian terpenting dalam jual beli untuk 
memberikan kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak 
yang sedang melakukan transaksi. Karena hadis merupakan salah satu sumber 
ajaran Islam yang menduduki sangat signifikan, baik secara struktural maupun 
fungsional. Secara struktural menduduki posisi kedua setelah al-Qur’an, namun 
jika dilihat secara fungsional, ia merupakan bayan (eksplanasi) terhadap ayat-ayat 
al-Qur’an yang bersifat ‘am (umum), mujmal (global) atau mutlaq.17 
2. Syirkah 
Diantara yang membolehkan hak langgeh (syuf’ah) adalah syirkah 
(perkongsian). Syirkah merupakan suatu akad dalam bentuk kerja sama, baik 
dalam bidang modal atau jasa antara sesama pemilik modal dan jasa tersebut. 
Salah satu kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang 
dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, 
tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. 
Peradilan gampong (adat) dirasakan sangat banyak manfaatnya bagi 
masyarakat Aceh di Kota Langsa, karena peradilan tersebut di rasa adil dan lebih 
memahami tentang apa yang diinginkan para pihak. Mereka juga lebih percaya 
jika sengketa yang terjadi diantara mereka diselesaikan pada peradilan gampong 
karena mereka menganggap aparat yang menyelesaikan sengketa tersebut 
merupakan orang-orang terdekat mereka yang dapat dipercaya, sehingga para 
pihak yang bersengketa lebih merasa puas dan lega terhadap hasil dari 
musyawarah peradilan gampong. Apalagi memang masyarakat yg bersengketa 
menghendaki adanya perdamaian diantara mereka, terlebih yang menjadi para 
pihak yang bersengketa hak langgeh sendiri pastinya ialah keluarga dan orang-
orang terdekat. Maka oleh sebab itu pastilah perdamaian hakiki yang ingin dicapai 
diantara kedua belah pihak, oleh karena itu masyarakat di Kota Langsa merasa 
peradilan gampong (adat) lebih efektif dalam hal penyelesaian sengketa hak 
                                                          
17
 Said Aqil Husin Munawar dan Abdul Mustaqim, “Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan 
Sosio-Historis-Kontekstual ASBABUL WURUD”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hal. 3 
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langgeh (syuf’ah) dibanding dengan harus menyelesaikan sengketa tentang hak 
langgeh (syuf’ah) di Mahkamah Syar’iah.18 
Penyelesaian sengketa terhadap hak langgeh (syuf’ah) di Aceh hampir 
keseluruhannya diselesaikan dalam peradilan adat tersebut, hal itu dikarenakan 
masyarakat Aceh merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi Syari’at yang 
mengharapkan perdamaian. Masyarakat juga tidak ingin menyelesaikan kasus 
sengketanya ke jalur formal dengan alasan pasti prosesnya panjang dan berbelit-
belit. Keefektifan penyelesaian sengketa terhadap hak langgeh (syuf’ah) di Kota 
Langsa di rasa telah cukup efektif karena hingga saat ini belum ada satu pun kasus 
tentang hak langgeh (syuf’ah) yang masuk atau di selesaikan pada peradilan 
formal yaitu Mahkamah Syar’iah).19 
Masyarakat juga kurang paham akan hukum terlebih mereka yang tinggal 
di pedalaman mereka sangat kurang terhadap pengetahuan hukum. Masyarakat 
enggan berurusan dengan hukum (peradilan), mereka lebih nyaman 
menyelesaikan urusan dengan aparat gampong (desa) yang merupakan kerabat 
dari mereka sendiri, yaitu masyarakat satu gampong (desa). Masyarakat berasumsi 
jika menyelesaikan kasus ke pengadilan maka mereka perlu mengeluarkan uang 
lebih banyak lagi dari yang mereka persengketakan. Oleh sebab itu masyarakat 
lebih suka menyelesaikan sengketa kasus apapun melalui peradilan adat gampong, 
dan itu dirasa cukup efektif bagi mereka.
20
 
Hal tersebut terbukti dengan tidak adanya kasus sengketa tentang hak 
langgeh (syuf’ah) yang masuk ke Mahkamah Syar’iah atau diselesaikan di 
Mahkamah Syar’iah Kota Langsa. Maka penyelesaian pada peradilan 
adatgampong dirasa masih efektif. 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
                                                          
18
 Wawancara dengan kepala keluarga di 3 (tiga) kecamatan di Kota Langsa, pada tanggal 
2 Juni 2014. 
19
 Wawancara dengan Drs. H. Ibrahim Daud (Ketua Majelis Adat Aceh Kota Langsa), 
pada tanggal 16 Desember 2014. 
20
 Wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Langsa Kota, Langsa Barat dan Langsa 
Lama pada hari minggu, tanggal 1 Juni 2014. 
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1. Keberadaan hak langgeh (syuf’ah) dalam adat masyarakat Aceh di Kota 
Langsa tetap masih tumbuh dan berkembang dalam masyarakatnya 
terbukti apabila masyarakat akan menjual tanahnya selalu terlebih dahulu 
menawarkan tanah tersebut pada tiga pihak yaitu pihak pemilik tanah yang 
berbatasan dengan tanah miliknya, anggota sekerabat dan warga desa 
setempat. Jika dari ketiga unsur tersebut tidak ada yang membeli baru 
menjualnya kepada siapa saja. 
2. Tata cara proses penyelesaian sengketa hak langgeh (syuf’ah) pada 
masyarakat Aceh di Kota Langsa pada tingkat awal di selesaikan pada 
peradilan adat gampong yang selalu diselesaikan dengan putusan damai, 
jika proses penyelesaian sengketa pada peradilan adat gampong tidak 
mempunyai jalan keluar maka kasus tersebut dilimpahkan pada 
Mahkamah Syar’iah Kota Langsa. 
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa hak langgeh 
(syuf’ah) secara adat masih efektif di masyarakat Kota Langsa, hal ini 
dapat dibuktikan dengan tidak adanya kasus yang masuk atau diselesaikan 
di Mahkamah Syar’iah Kota Langsa dan kegiatan aparatur desa yang 
masih banyak mengurus masalah sengketa hak langgeh (syuf’ah) tersebut. 
B. Saran 
1. Kepada pemerintah Provinsi Aceh, khususnya pemerintah Kota Langsa di 
harapkan untuk lebih mensosialisasikan akan keberadaan hak langgeh 
(syuf’ah) tersebut. Karena bila masyarakat ingin menjalankan syari’at 
Islam secara kaffah maka harus menjalankannya dari semua segi bidang. 
2. Kepada Mahkamah Syar’iah Provinsi Aceh, khususnya Mahkamah 
Syar’iah Kota Langsa disarankan untuk lebih membimbing aparatur desa 
dalam hal penyelesaian sengketa di peradilan adat gampong, juga perlu 
diadakannya pelatihan kepada aparatur desa tersebut agar lebih terampil 
mengerti dan paham akan hukum khususnya mengenai hak langgeh 
(syuf’ah) untuk penyelesaian sengketanya. 
3. Kepada pemuka adat dan aparatur desa di sarankan untuk lebih 
memberikan petunjuk dan membimbing masyarakat mengenai sengketa 
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hak langgeh (syuf’ah) agar para pihak yang bersengketa dan masyarakat 
paham akan adanya peradilan adat untuk perdamaian dan mencari jalan 
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